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ABSTRAK

Kepatuhan pajak merupakan tujuan dari pemerintah agar tercapai target pajak yang
diharapkan. Dalam mencapai kepatuhan tersebut, pemerintah memberikan tarif
pajak yang rendah untuk menstimulasi UMKM untuk patuh membayar hutang
pajak. Pada sisi lain, pajak merupakan beban bagi UMKM dikarenakan merupakan
pengeluaran kepada pemerintah yang dipotong dari pendapatan bersih sehingga
wajib pajak mencari cara agar pajak yang dibayarkan rendah. Data dikumpulkan
melalui penyebaran kuisioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa berdasarkan karakteristik responden baik jenis kelamin, tingkat Pendidikan,
dan jenis usaha tidak menunjukkan perbedaan dalam menentukan kepatuhan wajib
pajak. Disamping itu, pengetahuan mengenai regulasi perpajakan dan kesadaran
dalam membayar pajak sangatlah penting dalam mencapai kepatuhan pajak dimana
hasilnya menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pada akhirnya, transparansi dan
akuntabilitas penggunaan pajak merupakan informasi yang dibutuhkan dalam
mencapai kepatuhan bagi BUMDes dalam meningkatkan kepatuhan membayar
pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; Pemahaman Pajak; Kesadaran Pajak; UMKM;
BUMDes.

ABSTRACT

Tax compliance is the purpose of the Government in order to achieve the expected
tax target. In achieving such compliance, the Government provides low tax rates to
stimulate SMES to comply with tax debts. On the other hand, tax is a burden for
SMES because it is an expense to the government that is deducted from net income
so that taxpayers are looking for ways that taxes are paid low. Data is collected
through the dissemination of questionnaire and interviews. The results showed that
based on the characteristics of both genders, education levels, and business types
did not indicate a difference in determining taxpayer compliance. In addition,
knowledge of tax regulation and awareness in paying taxes is crucial in achieving
tax compliance where the results show significant influence. Ultimately,
transparency and accountability for the use of tax is the information needed to
achieve compliance for BUMDes in improving the compliance of paying taxes.

Keywords: Tax compliance; tax understanding; tax awareness; SMEs; BUMDes.
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PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang besar bagi suatu negara baik itu negara
berkembang maupun negara maju (Aladejebi, 2018; AlAdham et al., 2016; Nurkhin et al.,
2018; Savitri & Musfialdy, 2016). Adapun penggunaannya untuk membiayai kegiatan sehari-
hari dari negara seperti memberikan pelayanan, membangun fasilitas kesehatan, sekolah, dan
umum serta memberikan kepastian aman kepada masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan
social (Fagariba, 2016; Febriani & Kusmuriyanto, 2015). Adapun sumber pendapatan yang
berasal dari pajak dapat berupa potongan pendapatan dari orang pribadi atas pendapatan yang
diperolehnya dan pendapatan yang berasal dari badan usaha. Setiap tahunnya, pemerintah
mempunyai target pencapaian pajak yang tujuannya sebagai sumber pendapatan yang akan
digunakan untuk membiayai aktivitas keseharian ditahun depan. Salah satu sector yang
memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan yang berasal dari pajak adalah usaha
kecil dan menengah (UMKM) dimana usaha ini dibentuk oleh sekelompok masyarakat
dengan modal yang kecil dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan modal yang
kecil. Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Aladejebi, 2018; Atawodi & Ojeka, 2012,
Daniel & Faustin, 2019; Naicker & Rajaram, 2018) menunjukkan bahwa UMKM sangat
penting dalam membangun perekonomian suatu negara dimana memberikan kontribusi yang
besar terhadap pendapatan. Disamping itu, UMKM juga berperan penting dalam mengurangi
jumlah kemiskinan dalam suatu negara melalui penciptaan lapangan kerja sehingga
masyarakat tidak bergantung kepada perusahaan besar (Aribaba et al., 2019; Hamid et al.,
2010; Hohenwarter & LI, n.d.; Naicker & Rajaram, 2018). Salah satu negara berkembang
yang memberikan perhatian serius terhadap perkembangan UMKM yaitu Indonesia.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi pemanfaatannya belum
maksimal. Oleh karena itu, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi menggalakkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki desa dengan
memanfaatkan masyarakat membentuk UMKM berupa Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
Diharapkan melalui pembentukan BumDes ini akan memberikan kontribusi yang besar
berupa pajak kepada pemerintah. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan pajak bagi
UMKM sebesar 1% melalui Peratuan Pemerintah No 46 Tahun 2016 dengan omzet sampai
dengan 4,8 M/ tahun. Melalui peraturan tersebut, pada tahun 2016, pemerintah memperoleh
pendapatan sebesar 57,48%. Tetapi hal yang mengejutkan terjadi pada tahun 2017 dimana
target pencapaian pajak yang diperoleh pada tahun tersebut hanya mencapai 60% dari total
yang ditargetkan. Pada bulan Agustus 2019 menunjukkan pendapatan pajak yang berasal dari
UMKM sebesar Rp. 6,9 triliun mengalami penurunan sebesar 21,8% menjadi Rp. 4,84 triliun
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pada bulan Agustus 2019. Hal ini menunjukkan penurunan tarif pajak terhadap UMKM tidak
memberikan dampak yang signifikan terhadap kesadaran pengusaha dalam membayar hutang
pajak. Penurunan ini juga mengindikasikan kurang patuhnya dalam membayar pajak sehingga
tidak tercapai target pajak yang diinginkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari cara
agar adanya peningkatan pendapatan pajak yang berasal dari UMKM dengan mengeluarkan
Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 mengenai tarif pajak untuk UMKM yang mengalami
penurunan menjadi 0,5%. Melalui peraturan tersebut pemerintah berharap adanya peningkatan
pendapatan pajak yang berasal dari UMKM serta kesadaran dan kepatuhan UMKM dalam
membayar pajak.

Disisi lain bagi pengusaha, pajak merupakan beban yang dipotong dari pendapatan
bersih. Karena merupakan suatu beban, maka banyak pengusaha baik itu UMKM maupun
besar yang enggan membayar pajak dengan mencari celah dari regulasi yang ada ataupun
melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan (Alstadsater & Jacob, 2013). Kurangnya
kesadaran pentingnya pajak dalam membangun membuat tingkat kepatuhan dalam membayar
pajak masih sangat rendah (Asrinanda & Diantimala, 2018; Atawodi & Ojeka, 2012). Hal ini
dapat dilihat melalui perolehan pendapatan yang diterima pemerintah dari UMKM mengalami
penurunan dari tahun 2016 ke 2017. Pentingnya kesadaran dalam menciptakan kepatuhan
sangatlah penting dalam mencapai target pajak sehingga wajib pajak secara sadar membayar
sejumlah hutang pajak yang dibayarkan (Savitri & Musfialdy, 2016). Banyak faktor yang
menyebabkan seseorang kurang patuh dalam membayar pajak seperti biaya kepatuhan yang
dikeluarkan disamping hutang pajak yang akan dibayarkan (Eragbhe & Modugu, 2014),
pengetahuan peraturan perpajakan (Asrinanda & Diantimala, 2018; Hastuti, 2014; Nurkhin et
al., 2018), sosialisasi, kesadaran (Adimasu & Daare, 2017; Febriani & Kusmuriyanto, 2015;
Suyanto & Trisnawati, 2016), tingkat penjualan (AlAdham et al., 2016), dan kepercayaan
masyarakat (Febriani & Kusmuriyanto, 2015). Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2019
hanya sebesar 73% naik tipis 2% dari tahun sebelumnya yaitu 71% sehingga akan berdampak
terhadap target capaian yang telah ditetapkan pemerintah (Nuridayu Yunus et al., 2017).
Adapun tingkat kepatuhan ini masih dibawah standar yang telah ditetapkan yaitu sebesar
80%. Masih rendahnya kepatuhan tersebut maka kiranya perlu melihat faktor yang
mempengaruhi wajib pajak khususnya UMKM dalam membayarkan sejumlah pajak

terutangnya.
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Dalam pencapaian target, sikap kepatuhan pajak sangatlah penting. Hal ini
dikarenakan sikap yang taat terhadap peraturan perpajakan baik untuk membayar ataupun
melaporkan. Dalam praktiknya, masih sangatlah sedikit sikap patuh terhadap pajak. Seperti
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Paja (DJP) Kementerian Keuangan Republik
Indonesia yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019 kepatuhan pajak masyarakat Indonesia
hanya sebesar 73% dari target kepatuhan pajak sebesar 80% walaupun menunjukkan kenaikan
2% dari tahun lalu. Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk menstimulai agar
masyarakat taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan dimana salah satunya dengan
program tax amnesty. Tetapi disisi wajib pajak, terdapat biaya kepatuhan yang harus
dibayarkan untuk mencapai tingkatan kepatuhan pajak (Eragbhe & Modugu, 2014) yaitu
seluruh biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak disamping hutang pajak kepada pihak
otoritas. Sehingga hal itu yang menyebabkan banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam
membayar atau melaporkan pajak (Atawodi & Ojeka, 2012).

Menurut Nurkhin et al., (2018) kepatuhan pajak merupakan kondisi bagi wajib pajak
untuk memenuhi hutang pajaknya dan melaporkannya secara benar. Febriani &
Kusmuriyanto, (2015) juga menjelaskan bahwa kepatuhan pajak menunjukkan wajib pajak
memenuhi seluruh kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Adapun kepatuhan disini
yaitu patuh dalam mencatat dan melaporkan transaksi bisnis kepada regulator (Savitri &
Musfialdy, 2016). Eragbhe & Modugu, (2014) juga menjelaskan bahwa dalam mencapai
kepatuhan perpajakan perlu dikeluarkan biaya agar sesuai dengan peraturan perpajakan
termasuk didalamnya biaya untuk memperoleh pengetahuan yang cukup, membayar
konsultan pajak, penyelesaian berkaitan dengan hutang pajak dan lain-lain. Berdasarkan
definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berkaitan bagaimana perilaku wajib
pajak yang secara sadar patuh untuk membayar dan melaporkan hutang pajaknya kepada
negara sesuai peraturan yang berlaku (Aladejebi, 2018). Banyak teori yang mendasari
kepatuhan dalam membayar pajak. Salah satunya adanya the benefit theory yang
diperkenalkan oleh John Stuart Mills tahun 1872. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang
akan patuh membayar pajak apabila memperoleh manfaat yang setara dari pajak yang
dibayarkan (EImi et al., 2015). Sedangkan menurut Optimal tax Theory menjelaskan bahwa
pemerintah menentukan target pajak didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi program
kerjanya (Aladejebi, 2018).

Dalam mencapai kepatuhan dari wajib pajak tersebut dibutuhkan transparansi dan
akuntabilitas dari realisasi pajak yang diperoleh dari masyarakat. Menurut Febriani &

Kusmuriyanto, (2015) bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak
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patuh seperti (1) kurang pelayanan yang diberikan, (2) pembangunan yang tidak merata, (3)
banyaknya penyalahgunaan anggaran seperti korupsi (Abiola & Asiweh, 2012). Akibatnya,
tidak tercapainya target kepatuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu,
perlu melihat faktor-faktor yag mempengaruhi wajib pajak dalam mencapai kepatuhan
membayar pajak.

Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi ketaatan dalam membayar pajak adalah
pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan. Pemahaman perpajakan menunjukkan
kemampuan dari wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan perpajakan (Febriani &
Kusmuriyanto, 2015; Hastuti, 2014) yang berlaku dimana kurangnya pemahaman pajak
menyebabkan wajib pajak membayar dan melaporkan hutang pajaknya tidak sesuai dengan
peraturan (Nkwe, 2012; Nurkhin et al., 2018). Sedangkan menurut (Pamuji, 2014) bahwa
pemahaman perpajakan menunjukkan pengetahuan perpajakan yang dimengerti dengan baik
dan benar oleh wajib pajak dan dapar menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah
dipahami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak disini adalah pengetahuan
yang dimiliki wajib berkaitan dengan peraturan perpajakan sampai dengan mematuhinya
melalui membayar hutang pajaknya. Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak
mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan negara maka semakin taatnya dalam
membayarkan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Asrinanda &
Diantimala, 2018; Nurkhin et al., 2018; Saad, 2014). Tetapi disisi lain, dalam mencapai
pemahaman wajib pajak berkaitan dengan regulasi dibutuhkan sumber daya manusia yang
terlatih dikarenakan menjadi suatu beban yang berat bagi usaha kecil dan menengah (Abrie &
Doussy, 2006), sedangkan kita ketahui di Indonesia UMKM banyak berasal dari masyarakat
yang tingkat pendidikannya hanya sekolah menengah ke atas sehingga hal ini menjadi
permasalahan serius bagi UMKM maupun pemerintah dalam mencapai ketaatan dalam
membayar pajak (Kim & Im, 2017; Naicker & Rajaram, 2018; Newman et al., 2018). Oleh
karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan pemahaman perpajakan terhadap kesadaran
membayar pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi UMKM patuh dalam membayar pajak adalah
kesadaran. Kesadaran disini berkaitan dengan pengetahuan mengenai pentingnya pajak untuk
membangun negara (Nuridayu Yunus et al., 2017). Menurut (Wicaksono, 2016) bahwa
kesadaran membayar pajak merupakan penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap
pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dimana menggerakkan masyarakat untuk

mematuhi kewajibannya dalam membayat pajak. Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013
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menunjukkan bahwa penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dimana terdapat
potensi besar diperoleh dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Apabila wajib
pajak mengetahui pentingnya pajak maka mereka akan sadar dan membayar hutang pajak
(Aladejebi, 2018; Savitri & Musfialdy, 2016). Kesadaran membayar pajak berkaitan dengan
sikap seseorang yang secara sukarela untuk patuh dan taat dalam membayar pajak (Adimasu
& Daare, 2017). Seperti penelitian yang dilakukan oleh (AlAdham et al., 2016; Nurkhin et al.,
2018; Suyanto & Trisnawati, 2016) menunjukkan bahwa pentingnya kesadaran dalam
membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan
penjelasan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan

membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari pemahaman wajib pajak dan
kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Data penelitian diperoleh dari
data primer melalui penyebaran kuisioner kepada pengusaha UMKM khususnya BUMD.
Lokasi penelitian dilakukan di 3 kabupaten besar pada Provinsi Sumatera Utara. Metode
pengumpulan data menggunakan kuisioner dan interview terhadap responden. Kuisioner
terdiri dari pertanyaan terbuka dan tertutup yang disusun agar responden mudah memahami.
Adapun Kkuisioner didasarkan pada pengembangan pendapat ahli yang sebelumnya telah
dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Lokasi penelitian dilakukan di 3 kabupaten besar pada
Provinsi Sumatera Utara. Adapun 3 kabupaten itu yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten
Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai. Populasi pada penelitian ini adalah UMKM yang
terdapat di desa pada 3 kabupaten tersebut. Sampel dipilih dengan menggunakan metode
probabilitas sampling. Sampel pada penelitian ini merupakan usaha kecil dan menengah yang
dibangun menggunakan dana desa tujuannya bagaimana pemanfaatan dana desa untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 88 yang
terdiri dari Kab. Deli Serdang sebanyak 30, Kab. Langkat 27, dan serdang bedagai 31.
Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji beda, uji anova. Metode analisis data yang
digunakan adalah regresi linear berganda dimana bertujuan untuk melihat pengaruh
pemahaman wajib pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Adapun rumusan pengujian hipotesis dapat dilihat sebagai berikut:

Y =a+ biX1 +b2Xo (1)
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Keterangan:

Y= Kepatuhan wajib pajak
X1= Pemahaman wajib pajak
Xo= Kesadaran wajib pajak
a= Konstanta

b1, b2= koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian dilakukan pada Usaha Micro Kecil dan Menengah yang dikembangkan oleh
desa yaitu BUMDes di 3 kabupaten besar yaitu Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang,
dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Tabel 1. Jenis Usaha Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Source Type Il Sum of Df Mean Square F Sig.
Squares

Corrected Model 1278.4992 12 106.542 0,679 0,766

Intercept 60010.333 1 60010.333 382,348 0,000

JU 979.022 2 489.511 3,119 0,050

P 88.627 5 17.725 0,113 0,989

JU*P 333.286 5 66.657 0,425 0,830

Error 11771.399 5 156.952

Total 239395.000 88

Corrected Total 13049.898 87

a. R Squared =.098 (Adjusted R Squared = -.046)
Sumber: data diolah, 2020

Berdasarkan table 1 diatas menunjukkan bahwa jenis usaha tidak mempengaruhi wajib
pajak dalam menjalankan kewajibannya dalam mematuhi pajak. Hal ini dilihat dari tingkat
signifikan dari hasil yang menunjukkan nilai diatas 5%.

Tabel 2. Uji Beda Antara Tingkat Pendidikan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak
Levene Statistic dfl df2 Sig.
0,3322 4 82 0,855
a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of variance for

Kepatuhan Pajak.
Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan ada atau tidaknya perbedaan antara tingkat
Pendidikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil menunjukkan
tingkat signifikan sebesar 0,855 yang artinya tidak menunjukkan perbedaan antara tingkat
Pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat Pendidikan

seseorang tidak menunjukkan perbedaan terhadap kepatuhan membayar pajak.
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Tabel 3. Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
Between Groups 43,741 5 8,748 0,055 0,998
Within Groups 13006,156 82 158,612
Total 13049,898 87

Sumber: Data diolah, 2020
Berdasarkan table 3 diatas menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sehingga bukanlah tingkat Pendidikan yang
mempengaruhi seseorang dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Sebelumnya, telah dijelaskan hubungan antara karakteristik responden terhadap
tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan pengujian dapat dilihat bahwa karakteristik responden
baik jenis kelamin, jenis usaha, maupun tingkat Pendidikan menunjukkan tidak terdapat
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut melihat faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak didasarkan pada pemahaman dan kesadaran wajib pajak.

Tabel 4. Correlation Pearson

Pemahaman Kesadaran Kepatuhan
Perpajakan Pajak
Pearson Correlation 1 0,725™ 0,783™
Pemahaman Perpajakan  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000
N 88 88 88
Pearson Correlation 0,725™ 1 0,665™
Kesadaran Sig. (2-tailed) 0,000 0,000
N 88 88 88
Pearson Correlation 0,783™ 0,665™ 1
Kepatuhan Pajak Sig. (2-tailed) 0,000 0,000
N 88 88 88

**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Sumber: data diolah 2020

Berdasarkan pengujian terhadap 88 responden pemilik BUMDes menunjukkan bahwa
secara keseluruhan korelasi antara variable independent terhadap variable dependen sama-
sama kuat. Hal ini dilihat dari korelasi pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak
memiliki nilai 0,783 yang menunjukkan bahwa hubungan yang kuat antara pemahaman pajak
terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran dalam membayar pajak juga menunjukkan nilai sebesar
0,665 dimana hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran dalam membayar pajak akan
meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Pengujian hipotesis disini menunjukkan pengaruh pemahaman pajak dan kesadaran
wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Adapun

responden penelitian ini berjumlah 88 orang dan berasal dari pemilik BUMDes di 3
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kabupaten. Berikut hasil pengujian korelasi antara variable dependen dengan variable

independent.

Tabel 5. Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate
1 7952 .632 .624 7.512

a. Predictors: (Constant), Kesadaran, Pemahaman Perpajakan
Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat dilihat nilai korelasi sebesar 0,795 yang menunjukkan
hubungan korelasi antara pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak sangatlah kuat
terhadao kepatuhan dalam membayar pajak. Disamping itu, nilai koefisien determinasi
menunjukkan nilai sebesar 0,624 dimana 62,4% kepatuhan pajak dipengaruhi pemahaman
pajak dan kesadaran sedangkan sisanya pada variable lainnya. Pengujian hipotesis melihat
bagaimana pengaruh secara parsial variable pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Table 6. Pengujian Hipotesis

Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig.
Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) .789 4.334 182 .856
1 Pemahaman Perpajakan .840 127 .633 6.628 .000
Kesadaran 317 147 .206 2.158 .034

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak
Sumber: Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran
membayar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada BUMDes di
Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa pemahaman pajak memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 dan
kesadaran dengan nilai 0,034 (dibawah 5%) sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam
meningkatkan kepatuhan pajak diperlukan pemahaman dan kesadaran wajib pajak.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini untuk melihat faktor yang mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari karakteristik responden, pengetahuan, dan kesadaran
wajib pajak. Adapun karakteristik responden berupa jenis kelamin, jenis usaha, dan tingkat
Pendidikan. Berdasarkan uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan baik jenis kelamin,
jenis usaha, dan tingkat Pendidikan terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.
Sehingga dapat dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan tidak terdapat pengaruh
yang signifikan terhadap penentuan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini bertentangan dengan
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penelitian yang dilakukan (Aladejebi, 2018; Nurkhin et al., 2018) yang menunjukkan bahwa
perempuan lebih patuh dibandingkan dengan laki-laki. Disamping itu, jenis usaha berupa jasa,
dagang, maupun manufaktur tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan dalam membayar. Tingkat Pendidikan juga tidak menunjukkan kepatuhan dalam
membayar pajak. Sehingga disimpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan
bahwa karakteristik responden tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar dan melaporkan pajak usahanya khususnya BUMDes.

Pentingnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor dalam
menentukan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan menunjukkan pengetahuan
berkaitan dengan peraturan perpajakan yang didalamnya terdapat aturan dan sanksi terhadap
wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak merupakan keinginan dalam diri sendiri untuk
membayar sejumlah hutang pajak yang wajib dibayarkan dan dilaporkan kepada negara.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak
terhadap peraturan perundang-undangan menyebabkan wajib pajak taat dan patuh dalam
membayar pajak. Hal ini dilihat dari bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Febriani & Kusmuriyanto, 2015;
Saad, 2014).

Disamping itu, kesadaran akan pentingnya pajak juga memberikan pengaruh terhadap
kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak. Hasil ini didukung oleh (AlAdham et al.,
2016; Asrinanda & Diantimala, 2018; Savitri & Musfialdy, 2016) dimana kesadaran dalam
membayar pajak memberikan pengaruh terhadap pelunasan hutang pajak. Disamping itu,
rendahnya pendapatan yang diperoleh juga mempengaruhi kesadaran dalam membayar pajak
dimana perusahaan yang memperoleh pendapatan yang rendah akan memberikan kesadaran
yang rendah juga terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Adanya self-assessment dalam
pembayaran dan pelaporan pajak menyebabkan wajib pajak harus memiliki pemahamanan
dan kesadaran untuk pencapaian kepatuhan pajak (Adimasu & Daare, 2017; AlAdham et al.,
2016; Hastuti, 2014; Suyanto & Trisnawati, 2016). Pada akhirnya, hasil penelitian ini
memberikan kontribusi bahwa dalam mencapai kepatuhan membayar dan melaporkan
diperlukan pemahaman dan kesadaran tidak melihat jenis kelamin, tingkat Pendidikan,
ataupun jenis usaha (Nurkhin et al., 2018). Pentingnya pemahaman dan kesadaran akan

memberikan dampak positif terhadap pembangunan negara yang didanai oleh pajak.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pencapaian kepatuhan diperlukan pemahaman dan kesadaran dalam membayar
pajak. Pajak digunakan untuk membangun dan membiaya kegiatan suatu negara. Pentingnya
pemahaman berkaitan dengan regulasi dan kesadaran dari wajib pajak. Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tanpa mempertimbangkan jenis
kelamin, jenis usaha, maupun tingkat Pendidikan tetapi pemahaman mengenai regulasi dan
kesadaran dari dalam diri merupakan faktor utama dari wajib pajak untuk patuh membayar
pajak. Faktor kelalaian dan salah penggunaan pajak untuk membangun negara merupakan
salah satu faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak untuk patuh seperti salah sasaran,
pembangunan yang tidak merata, korupsi dan faktor lainnya (Febriani & Kusmuriyanto,
2015). Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan komponen keuangan yang
mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Komponen kekuangan ini memberikan gambaran
berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan dalam kepatuhan membayar pajak.
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